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Abstract. The Role of Leadership in the Implementation of Employee Performance Supervision at the Manpower
and Transmigration Office at the Regional Manpower Supervisory Agency (UPTD) for Regional Manpower
Supervisory Agency (Balai Wasnhaker) 1. This study aims to determine the role of leadership in the implementation
of employee performance supervision. Effective leadership is an important factor in ensuring that employees
perform their duties and responsibilities in accordance with organizational goals and established regulations.
The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation,
interviews, and documentation. Informants were selected based on their involvement in supervision activities and
understanding of employee performance management. The results indicate that leadership plays a significant role
through direction, coaching, monitoring, and evaluation of employee performance. Employee performance is
generally quite good, but supervision has not been optimal due to limited time, diverse tasks, and inconsistent
evaluation follow-up. In addition, communication and coordination between leaders and employees influence the
effectiveness of supervision. Therefore, the implementation of leadership-supported supervision has a positive
impact on employee discipline, responsibility, and work effectiveness, but there is still a need for improvement in
the consistency of employee supervision and coaching to achieve optimal organizational performance.

Keywords: Employee Coaching; Employee Performance; Leadership; Performance Management; Performance
Supervision.

Abstrak. Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan (Balai Wasnaker) 1

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam pelaksanaan pengawasan kinerja pegawai.
Kepemimpinan yang efektif merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa pegawai melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan organisasi dan peraturan yang telah ditetapkan. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan pengawasan serta pemahaman
terhadap manajemen Kkinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran yang
signifikan melalui pemberian arahan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Kinerja
pegawai secara umum tergolong cukup baik, namun pelaksanaan pengawasan belum optimal karena keterbatasan
waktu, beragamnya tugas yang harus dikerjakan, serta tindak lanjut hasil evaluasi yang belum konsisten. Selain
itu, komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan pegawai turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh
karena itu, pelaksanaan pengawasan yang didukung oleh kepemimpinan memberikan dampak positif terhadap
disiplin, tanggung jawab, dan efektivitas kerja pegawai. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam
konsistensi pengawasan dan pembinaan pegawai guna mencapai Kinerja organisasi yang optimal.

Kata kunci : Kepemimpinan; Kinerja Pegawai; Manajemen Kinerja; Pembinaan Pegawai; Pengawasan Kinerja.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi sumber daya manusia yang
besar, namun pemanfaatannya masih memerlukan penerapan Manajemen Sumber Daya
Manusia (MSDM) yang efektif. MSDM berperan penting dalam meningkatkan kinerja
karyawan melalui lingkungan Kkerja yang baik, kepemimpinan, motivasi, pelatihan,
komunikasi, dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai. Akan tetapi, masih banyak

perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan MSDM secara optimal sehingga berdampak
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pada rendahnya pengembangan potensi tenaga kerja dan kinerja organisasi. Oleh karena itu,
penelitian mengenai hubungan MSDM dengan kinerja pegawai menjadi penting untuk
memberikan solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di
Indonesia. (Adamy, 2021).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memiliki peran strategis dalam
bidang ketenagakerjaan, seperti pengawasan perusahaan, pelatihan tenaga kerja, penyediaan
informasi kerja, hingga penanganan masalah ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya,
kepemimpinan kepala UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1 menjadi faktor penting dalam
mengarahkan, membina, dan mengawasi pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.
Kepala UPTD bertanggung jawab dalam perencanaan pengawasan, pembinaan norma
ketenagakerjaan dan K3, serta evaluasi hasil kerja pegawai demi memastikan perusahaan
mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kepemimpinan yang efektif mampu
menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan motivasi pegawai, serta
mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. (Syafitri et al., 2024, Wilian &
Chairunnisa, 2019).

Kinerja pegawai di UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1 sangat menentukan keberhasilan
pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Pengawasan
yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta meminimalkan risiko
pelanggaran dalam perusahaan. Namun, masih ditemukan fenomena ketidaksesuaian antara
target dan realitas kinerja pegawai ASN yang menunjukkan belum optimalnya pelayanan
publik. Kondisi ini menandakan perlunya identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya
kinerja, khususnya terkait implementasi kepemimpinan dan pengawasan. Dengan
kepemimpinan yang baik serta pengawasan yang terarah, diharapkan kinerja pegawai dapat
meningkat sehingga pelayanan publik dan penegakan norma ketenagakerjaan dapat berjalan
lebih efektif dan efisien. (Yukl, 2010).

Kepala UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1 berperan sebagai pemimpin yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan, pengendalian
kinerja staf, koordinasi pelaksanaan tugas, serta evaluasi dan pelaporan hasil kerja. Melalui
kepemimpinan tersebut, kepala UPTD tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga
mengarahkan, mengelola, dan memotivasi tim agar bekerja efektif dan efisien demi
optimalisasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks pengawasan, kepala
UPTD juga menjalankan fungsi manajerial seperti perencanaan kegiatan, pembinaan,
pengendalian pelaksanaan tugas, serta pemantauan dan tindakan korektif jika terjadi

penyimpangan.
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Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan menjadi elemen penting untuk memastikan
perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan (misalnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan) serta norma pengupahan dan K3. Kinerja pegawai pengawas tercermin dari
kemampuan menyusun rekomendasi perbaikan yang efektif, membina perusahaan agar taat
hukum, dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran melalui nota pemeriksaan,
rekomendasi sanksi administratif, serta proses penindakan hukum bersama PPNS. Selain itu,
kepala UPTD berperan dalam pelaksanaan pengawasan melalui penyusunan rencana kerja
minimal enam perusahaan untuk satu tahun dan penerbitan surat perintah tugas guna
melakukan kunjungan pembinaan norma ketenagakerjaan serta K3, sehingga pelaksanaan
perusahaan selaras dengan amanah regulasi yang relevan termasuk ketentuan keselamatan

kerja dan pengupahan.

2. KAJIAN TEORITIS
Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting untuk memastikan
seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana, tujuan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
Menurut beberapa ahli seperti Usman Effendi, T. Hani Handoko, dan Irham Fahmi,
pengawasan berfungsi untuk menjamin tercapainya kinerja yang efektif dan efisien serta
mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan,
pemeriksaan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tidak
terjadi penyimpangan . (Usman Effendi, 2014, Handoko, 2003, Irham Fahmi, 2014).

Selain itu, pengawasan juga dipahami sebagai proses pengamatan yang dilakukan oleh
atasan atau pihak yang berwenang terhadap kegiatan operasional organisasi. Menurut
Manullang, pengawasan dilakukan secara vertikal oleh pimpinan, sedangkan S.P. Siagian dan
Husaini Usman menekankan bahwa pengawasan bertujuan memastikan seluruh pekerjaan
berjalan sesuai rencana. Secara filosofis, pengawasan penting dilakukan karena manusia
memiliki kemungkinan melakukan kesalahan, sehingga pengawasan tidak hanya untuk
mencari kesalahan, tetapi juga untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan agar tujuan
organisasi dapat tercapai dengan baik. (Manullang, 2006; S.P. Siagian, 2004, Husaini Usman,
2001).



Peran Kepemimpinan dalam Implementasi Pengawasan Kepada Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1

Skema Penelitian

Dalam penelitian ini, kepemimpinan UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1 sangat
menentukan semangat kerja pegawai dalam pelayanan masyarakat, penyuluhan tenaga kerja,
atau pengawasan ketenagakerjaan. Pegawai yang termotivasi lebih cenderung aktif, disiplin,
dan berinisiatif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kinerja pegawai
mencerminkan efektivitas pelayanan publik, seperti seberapa cepat dan akurat layanan
diberikan kepada masyarakat.

Kerangka berpikir skripsi ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara peran
kepemimpinan dan kinerja pegawai, dengan asumsi bahwa kepemimpinan yang efektif akan
meningkatkan Kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Metode kualitatif
digunakan untuk menggali secara mendalam fenomena tersebut melalui studi kasus di UPTD
Balai Wasnaker Wilayah 1 dengan analisis data model interaktif yang sistematis dan

komprehensif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
memahami fenomena secara mendalam melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada kondisi alamiah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh peran kepemimpinan
terhadap kinerja pegawai di UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1, serta melihat bagaimana
implementasi pengawasan dan kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Fokus
penelitian diarahkan pada implementasi pengawasan kepala UPTD terhadap kinerja pegawai
dan peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. (Moleong, 2003).

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan informan secara sengaja berdasarkan Kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan
penelitian. Informan dipilih karena dianggap memahami dan terlibat langsung dalam fenomena
yang diteliti, seperti Kepala UPTD, Kasi Norma Kerja, Kasi K3, dan beberapa pegawai di
lingkungan UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1. Dengan melibatkan berbagai pihak, penelitian
dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai pengawasan,
kepemimpinan, dan kinerja pegawai.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dan observasi langsung kepada pimpinan maupun pegawai terkait peran
kepemimpinan dan kinerja pegawai. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan
dokumen resmi yang berkaitan dengan kepemimpinan, kinerja pegawai, serta dokumen instansi
di UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas kerja, interaksi, dan perilaku
pegawai serta pimpinan di lingkungan kerja. Wawancara digunakan untuk menggali informasi
secara mendalam mengenai kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap Kinerja pegawai.
Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti
laporan kinerja pegawai dan struktur organisasi sebagai pelengkap data penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data
yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif,
matriks, maupun visualisasi agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan
kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja
pegawai serta relevansinya dengan teori kepemimpinan yang ada.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik,
dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari
berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan
data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi sehingga hasil

penelitian menjadi lebih valid dan kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas peran kepemimpinan dalam implementasi pengawasan terhadap
kinerja pegawai pada UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1 Disnakertrans. Informan terdiri dari 3
orang Kepala Kantor, Kasi Norma Kerja, dan Kasi Norma K3 yang memberi gambaran bahwa
pengawasan dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pengawasan langsung seperti memantau
kehadiran dan pelaksanaan tugas secara harian serta pengawasan tidak langsung melalui
laporan kerja. Kepemimpinan juga ditunjukkan melalui arahan kerja rutin, motivasi seperti
teguran lisan, bimbingan, serta apresiasi, serta evaluasi kinerja berdasarkan hasil pengawasan
dan laporan.

Namun, meski pengawasan sudah berjalan, penelitian menemukan bahwa efektivitasnya
belum sepenuhnya optimal. Terdapat keterbatasan konsistensi pengawasan untuk semua
pegawali, serta evaluasi yang cenderung informal dan belum disertai tindak lanjut yang jelas
serta berkelanjutan. Pendekatan pimpinan dinilai persuasif dan kekeluargaan sehingga

menciptakan suasana kerja kondusif, tetapi kurang memberi efek jera bagi pegawai yang
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kurang disiplin. Selain itu, keterbatasan waktu dan kapasitas pimpinan membuat pengawasan
intensif tidak dapat merata, terutama ketika jumlah pegawai banyak dan tugas yang diawasi
beragam.

Secara umum, kinerja pegawai dinilai cukup baik karena tugas rutin, koordinasi, dan
disiplin kerja sebagian besar sudah berjalan, tetapi masih ditemukan pegawai yang belum
maksimal dalam tanggung jawab dan kualitas pekerjaannya. Faktor yang memengaruhi Kinerja
adalah kepemimpinan termasuk keterbatasan pengawasan intensif, motivasi kerja seperti
apresiasi yang tidak konsisten serta beban kerja yang tinggi, dan pengawasan yang belum
merata. Tantangan implementasi juga berasal dari hambatan internal pegawai, hambatan
struktural beban dan kompleksitas tugas, serta hambatan dari pimpinan sehingga diperlukan
perbaikan pada koordinasi, distribusi tugas, komunikasi, dan penguatan sistem evaluasi serta
tindak lanjut agar kinerja pegawai meningkat lebih maksimal.

Pembahasan

Kepemimpinan memiliki peran sangat strategis dalam implementasi pengawasan
terhadap kinerja pegawai di UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah |.
Karena UPTD menjalankan fungsi pengawasan norma ketenagakerjaan, efektivitas kinerja
pegawai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam mengarahkan, membina, dan
mengontrol pelaksanaan tugas. Pimpinan juga berperan sebagai penggerak sistem pengawasan
internal yang berdampak langsung pada kualitas kinerja pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan berperan utama dalam menetapkan
standar kerja, target kinerja, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi. Arahan yang jelas dan
terstruktur menjadi penting mengingat kompleksitas tugas pengawasan yang meliputi
pemeriksaan perusahaan, penegakan norma kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Arahan yang
baik membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya, mengurangi kesalahan
dalam pengawasan lapangan, serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian laporan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui penetapan standar kerja dan target kinerja,
mekanisme pelaporan, serta evaluasi berkala yang diarahkan langsung oleh pimpinan. Sistem
ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak bersifat pasif, tetapi dirancang secara
sistematis untuk memastikan seluruh tugas berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, setiap hasil
pemeriksaan lapangan diwajibkan dilaporkan sesuai format, lalu dievaluasi oleh pimpinan
berdasarkan kesesuaian prosedur, kelengkapan administrasi, ketepatan waktu pelaporan, dan

kualitas hasil pengawasan.
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Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana
pembinaan. Jika ditemukan kekurangan, pimpinan memberikan arahan dan perbaikan agar
kinerja pegawai dapat terus meningkat. Dengan demikian, pengawasan menjadi proses yang
terintegrasi antara monitoring hasil kerja dan upaya peningkatan kapasitas pegawai dalam
menjalankan tugas.

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai standar organisasi, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan seperti pemeriksaan perusahaan, penyelesaian kasus, serta penyusunan
laporan hasil pemeriksaan. Indikator kinerja yang digunakan meliputi kualitas kerja, kuantitas
kerja, ketepatan waktu, tanggung jawab, serta kerja sama antarpegawai. Secara umum Kinerja
pegawai berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif
yang perlu diperbaiki.

Meskipun demikian, penelitian menemukan hambatan yang memengaruhi optimalisasi
pengawasan, terutama terkait keterbatasan waktu dan beban kerja pimpinan serta kompleksitas
tugas. Akibatnya, monitoring dan evaluasi tidak selalu dilakukan secara mendalam, tindak
lanjut evaluasi membutuhkan waktu lebih lama, dan pembinaan dapat kurang maksimal.
Hambatan tersebut berdampak pada penurunan kualitas kerja pegawai, seperti berkurangnya
ketelitian pemeriksaan, ketidaksempurnaan laporan, kurangnya pendalaman temuan, serta
meningkatnya potensi kesalahan administratif maupun substantif sehingga kualitas hasil

pengawasan ikut menurun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa UPTD Balai
Wasnaker Wilayah | telah menjalankan fungsi kepemimpinan melalui pemberian arahan,
pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Pimpinan berperan sebagai
pengambil keputusan, penggerak, dan pengendali kegiatan kerja agar tetap sesuai dengan visi,
misi, dan tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin kerja, kepatuhan
terhadap aturan, serta tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu,
komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai turut mendukung kelancaran proses
pengawasan sehingga pegawai lebih memahami tugas dan fungsinya.Namun demikian,
implementasi pengawasan di UPTD Balai Wasnaker Wilayah | belum berjalan secara optimal.
Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu pimpinan dalam

melakukan pengawasan secara rutin, kurangnya sumber daya manusia yang berperan dalam
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pengawasan, serta belum maksimalnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Oleh karena
itu, pimpinan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara lebih terencana, rutin, dan
berkesinambungan serta memperkuat komunikasi dan pembinaan kepada pegawai. Pegawai
juga diharapkan mampu meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme kerja.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan dapat memperkuat sistem
pengawasan internal melalui penyusunan SOP yang lebih jelas, peningkatan kualitas sumber
daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang pelaksanaan

pengawasan yang lebih efektif.
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